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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

1. Pelindungan hukum bagi investor di pasar modal secara preventif yaitu 

dengan dilakukannya pengetatan pengawasan di pasar modal 

sedangkan pelindungan hukum bagi investor di pasar modal secara 

represif dalam hal emiten mengalami gagal bayar obligasi adalah 

investor dapat mengajukan permohonan PKPU guna menyelesaikan 

permasalahan gagal bayar obligasi dan juga investor dapat 

menyelesaikan secara mediasi atau arbitrase melalui BAPMI serta 

investor dapat menggugat emiten di Pengadilan. 

2. Tindakan yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia pada kasus gagal 

bayar obligasi adalah dengan melakukan suspensi terhadap segala 

aktivitas perdagangan di pasar modal dan memberikan notasi khusus 

kepada emiten yang mengalami gagal bayar obligasi. 

B. Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa hukum dalam hal investor saham menjadi 

korban emiten gagal bayar lebih baik diselesaikan menggunakan jalur 

mediasi atau arbitrase melalui BAPMI. Hal ini dikarenakan 
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penyelesaian sengketa hukum melalui jalur kedua jalur tersebut lebih 

praktis, cepat dan murah.  

2. Bursa Efek Indonesia hendaknya tetap melakukan pemantauan dan 

mengawasi secara ketat proses penyelesaian gagal bayar obligasi 

tersebut. 
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